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BUPATI SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara,
perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukamara ke dalam modal Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara
perlu diubah dan disesuaikan,;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau,Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



Menetapkan :

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2004
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukamara
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2010 Nomor 7) diubah sehingga secara
keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM
pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta rupiah);

(2) Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat melakukan penambahan
penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dan perkembangan usaha PDAM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA

Ttd
WARIYANTO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi dan Dbertanggung jawab serta meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian Kabupaten Sukamara, dan juga untuk
meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat,
diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal kepada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara.

Tujuan dilakukannya usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan
sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta
meningkatkan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara perlu dilakukan perubahan, agar
struktur modal di PDAM Kabupaten Sukamara menjadi lebih kuat dan bisa
menyesuaikan dengan rencana pengembangan usaha yang telah diprogramkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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